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Wilayah pesisir memiliki karakteristik fisik lingkungan, sosial, ekonomi,

budaya yang khas serta mert
perubahan lingkungan dan ben
yang dapat memicu kenaikan

tersebut mempengaruhi aktiy

pakan kawasan yang cukup rentan akan
cana sebagai dampak dari perubahan iklim
muka laut maupun abrasi pantai. Dampak
itas sosial ekonomi masyarakat dalam

memanfaatkan pantal sebaggi sumber kehidupan dan penghidupan

mereka termasuk kepastian

hukum hak atas tanah diatasnya akan

menimbulkan potensi konflik penguasaan pemilikan penggunaan dan

pemanfaatan tanah. Sampai saj
mengenai penguasaan pemili
terhadap permukiman/bangung
yang berbatasan langsung d
menimbulkan ketidakpastian h
penelitian ini mendeskripsil
pemilikan penggunaan dan pe
implementasikan melalui ke
terutama dalam hal pemberian

at ini, kebijakan pertanahan yang mengatur
kan penggunaan dan pemanfaatan tanah
In yang berada di wilayah pesisir terutama
engan pantal belum ada, sehingga akan
ukum hak atas tanah. Terkait hal tersebut,
kan bagaimana pengaturan penguasaan
manfaatan tanah di wilayah pesisir yang di
bijakan pertanahan di wilayah pesisir
hak atas tanahnya. Melalui metode analisis

42146.pdf

ambaran bahwa hak atas tanah di wilayah
ing dengan pantai dapat diberikan melalui
| mempertimbangkan kriteria antara lain
kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang
wilayah yang telah ditelapkan berdasarkan peraturan daerah
kabupaten/kota dan tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan
konservasi. Pemberian hak aj\as dalam rangka implementasi kebijakan
pertanahan tersebut, merupakan jaminan kepastian hukum hak atas tanah
berupa kepastian subyek hak, kepastian obyek hak dan kepastian jenis
hak sesuai peruntukannya (hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan maupun hak pakai). Pemberian jaminan kepastian hukum
dilakukan melalui pendaftaran hak atas tanah sebagaimana pasal 19
UUPA

Kata Kunci : Wilayah Pesisir, Im
Hak Atas Tanah

kualitatif empiris, diperolch g
pesisir yang berbatasan langs
kebijakan pertanahan dengan

plementasi Kebijakan Pertanahan, Pemberian
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BSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR
(Lokasi Studi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang
dan Kabhupaten Wakatobi)

ir Sofwan
pn@yahoo.com

Wilayah pesisir memiliki karakteristik fisik lingkungan, sosial, ekonomi,
budaya yang khas serta merypakan kawasan yang cukup rentan akan
perubahan lingkungan dan bengana sebagai dampak dari perubahan iklim
yang dapat memicu kenaikan{muka laut maupun abrasi pantai. Dampak
tersebut mempengaruhi aktiyitas sosial ekonomi masyarakat dalam
memanfaatkan pantai sebagai sumber kehidupan dan penghidupan
merecka termasuk kepastian (hukum hak atas tanah diatasnya akan
menimbulkan potensi konflil penguasaan pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah. Sampai sapt ini, kebijakan pertanahan yang mengatur
mengenail penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
terhadap permukiman/bangunan yang berada di wilayah pesisir terutama
yang berbatasan langsung dengan pantai belum ada, sehingga akan
menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah. Terkait hal tersebut,
penelitian 1n1  mendeskripsikan bagaimana pengaturan penguasaan
pemilikan penggunaan dan pgmanfaatan tanah di wilayah pesisir yang di
implementasikan melalui  kgbijakan pertanahan di wilayah pesisir
terutama dalam hal pemberian hak atas tanahnya. Melalui metode analisis
kualitatif empiris, diperoleh gambaran bahwa hak atas tanah di wilayah
pesisir yang berbatasan langgung dengan pantai dapat diberikan melalui
kebijakan pertanahan dengan mempertimbangkan kriteria antara lain
kesesuaian peruntukan dan p¢manfaatan tanah dengan rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan  daerah
kabupaten/kota dan tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan
konservasi. Pemberian hak ptas dalam rangka implementasi kebijakan
pertanahan tersebut, merupakan jaminan kepastian hukum hak atas tanah
berupa kepastian subyek hak, kepastian obyck hak dan kepastian jenis
hak sesuai peruntukannya |(hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan maupun hak pakai). Pemberian jaminan kepastian hukum
dilakukan melalui pendaftaran hak atas tanah sebagaimana pasal 19
UUPA

Kata Kunci : Wilayah Pesisir, Implementasi Kebijakan Pertanahan, Pemberian
Hak Atas Tanah
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LAND POLICY IN THE COASTAL AREA
(Research Locations are Pangkalpinang City, Tanjungpinang City
and Wakatobi Regency)

ir Sofwan
pn@yahoo.com

Coastal area has several specific characteristics, mainly physical
environment, social, economic, culture, and its quite susceptible due to
environmental and climate change which can trigger the sea-level rises
and abrasion. Those ierms inflience the socio-economic activities of the

local community in the aspect

livelihood, including legal cer
the potential conflicts of land t
we do not have any act or

existence of settlements/builg

especially those are adjacent

of exploitation of coastal resources and
ainty over land rights which will lead to
enure and land use issues. At the moment,
policy to regulate land aspects over the
fings that are located in coastal area,
to the coast which can deliver the

uncertainty of the legal aspects of the land rights. This research aims to
describe land management in ferm of land tenure and land use in coastal

area, especially in terms o
empirically analysis methods
especially those are adjacent tq
policy by taking into accounf
between factual land use and 1y
considering, the areas must be

land titling. Through the qualitative
produce the conception of land rights,
the coast that can be granted through land
of land suitability criteria by comparing
egional spatial planning regulation. As the
located at the outside of the protected areas

and the conservation of the forests. In terms of the implementation of the
land policy, land titling is specially constituted in order to guarantee the

land rights in form of certaint
and certainty of object typ
(property rights, right to cult
provisions of guarantee are ar

set forth in article 19 of UUPA.

Key words: Coastal Areas, Land P

y of the rights subject, the rights assurance
es according to their distribution rights
vate, building rights and use rights). The
ranged by the registration of land rights as

1§

olicy Implementation, Land Titling
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung Dengan
Pantai

1. Kebijakan Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah

Terkait dengan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
bahwa Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan
diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-
1197 tanggal 3 Juni 1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya
Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai menyatakan bahwa
permohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan
dengan pantal untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh
Penulis bahwa kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang
berbatasan langsung dengan pantai telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota.
Salah satu dasar kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1698 tanggal 14 Juli 1997 Tentang Permohonan
Hak Atas Tanah Yang Scluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan
Pantai yang menyatakan bahwa permohonan ijin lokasi dan permohonan hak atas
tanah yang berbatasan dengan pantal masih dimungkinkan dan diproses secara hati-

hati dan selektif dan permohonan yang diajukan setelah tanggal 3 Juli 1997 agar
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dilaporkan kepada Menteri untuk mendapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.

Kalimat “permohonan hak atas tanah yang berbatasan dengan pantai masih
dimungkinkan dan diproses secara hati-hati dan selektif” tersebut dapat diartikan
bahwa:

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut berdasarkan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum
ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.
Pemberian hak atas tanah dimaksud, sesuai pasal 10 pada peraturan tersebut
disebutkan bahwa setelah penetapan rencana tata ruang wilayah, penyelesaian
administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau
kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Penyelesaian administrasi pertanahan dimaksud antara lain pemindahan hak,
peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan, dan pemisahan hak atas tanah.

b. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut tidak berada di kawasan konservasi
yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Hal ini terlihat pada salah satu permohonan hak atas tanah di kawasan pantai pasir
padi Kota Pangkalpinang dan permohonan tersebut disetujui dengan alasan antara
lain:

1) Tanah yang dimohon terletak dalam kawasan budi daya dan tidak tumpang

tindih dengan kawasan pertambangan/kawasan hutan;

53

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012
Tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, peruntukan pada
lokasi letak tanah yang dimohon merupakan kawasan pariwisata;

Pertimbangan dapat diberikan hak atas tanah di kawasan pariwisata adalah

berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Penatagunaan tanah bahwa kawasan pariwisata merupakan kawasan

budidaya.

Menurut Habrianto Manda, SP bahwa:

“ Pemberian hak atas tanah tersebut tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota
Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang mengatur sempadan pantai dan
peruntukan tanah yang dimohon serta tidak terletak dalam kawasan
pertambangan maupun kawasan hutan. Dalam hal kebijakan pemberian hak atas
tanah, Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tetap berpedoman pada dasar
hukum yang jelas, ketentuan mengenai peruntukan kawasan yang dimohon dan
ketentuan mengenai pendaftaran tanah dan pemberian hak atas tanah ”
(Habrianto Manda, SP selaku Kepala Seksi Pengaturan Dan Penataan
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang)

Pendapat lain mengenai kebijakan pemberian hak atas tanah yang telah diberikan
kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir yang berbatasan
langsung dengan pantai disampaikan bahwa:

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
ayat (2) dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, negara berhak mengatur tentang
penggunaan, pemanfaatan dan peruntukan bagi masyarakat. Terkait pemberian
hak atas tanah di pesisir pantai dapat diberikan jika telah memenuhi kriteria
peraturan perundang-undangan”

(Gunawan selaku Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Biro Hukum
dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN).

Menurut Ir. Nurhidayah Lukman bahwa:

“Kebijakan pemberian hak atas tanah tersebut tidak terhindarkan mengingat
adanya kebutuhan masyarakat. Sebelum lahimya Peraturan Pemerintah 40
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Tahun 1996, Kepala Kantor Pertanahan atas kebijakannya masing-masing
melaksanakan pemberian hak atas tanah pada /ocus demikian. Namun setelah
Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996, Kantor Pertanahan menunggu terbitnya
ketentuan peraturan yang mengatur wilayah pesisir. Sebagian besar Kantor
Pertanahan bersikap menunggu lahirnya aturan dimaksud, hanya sebagian kecil
yang diketahui masih menerbitkan hak atas tanah pada locus dimaksud”

(Ir. Nurhidayah Lukman selaku Kepala Sub Direktorat Penataan dan
Pemantauan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-
Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN).

Kebijakan pemberian hak atas tanah menurut Ir. Sri Yatno, MM bahwa:

“Hak Atas tanah di pesisir pantai dapat dimungkinkan untuk diberikan karena
terkait dengan budaya kehidupan masyarakat pesisir yang bertempat tinggal dan
menetap secara turun temurun. Namun dalam pemberian hak atas tanah tersebut
harus berdasarkan peraturan perundangan yang jelas. Peruntukan Rencana Tata
Ruang Wilayah ditetapkan sesual dengan karakteristik wilayah. Yang harus
dipertimbangkan dalam pemberian hak atas tanah di pesisir pantai adalah
ketentuan-ketentuan yang mengatur wilayah pesisir yang berlaku saat ini,
kondisi lingkungan, fisik dan budaya masyarakat serta kesesuaian rencana tata
ruang dengan peruntukannya terutama pertimbangan land use-nya”

(Ir. Sri Yatno, MM selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN)

c. Keberadaan dan budaya masyarakat yang telah bermukim wilayah pesisir yang
berbatasan langsung dengan pantai telah berlangsung cukup lama dan turun
temurun, jauh sebelum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah
pesisir diterbitkan. Adanya surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Desa maupun Kecamatan Setempat dijadikan alas hak untuk
mendaftarkan kepemilikan tanah oleh masyarakat ke kantor pertanahan
kabupaten/kota sctempat untuk memperoleh suatu hak atas tanah. Hal ini terjadi di
Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Wakatobi Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Di Kota Tanjungpinang , pemberian hak atas tanah dilakukan pada

W
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permukiman yang berada di atas air yang dikenal dengan pelantar. Kegiatan
pendaftaran tanah dalam rangka pemberian suatu jenis hak atas tanah tertentu bagi
permukiman/bangunan di atas air dilakukan dengan pertimbangan bahwa
keberadaan permukiman/bangunan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Perkampungan masyarakat yang bermukim dipinggir pantai tersebut, merupakan
masyarakat Suku Pelaut dan sesuai adat dan budayanya letak bangunan rumah
berada dipinggir pantai dan diatas air. Masyarakat di daerah ini umumnya
bermata-pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Sebagai alat transportasi laut
sebagai penghubung antar pulau menggunakan perahu. Bangunan yang berdiri di
permukiman tersebut dibangun dengan menggunakan tiang pancang yang tetap
menancap pada tanah untuk mengantisipasi pengaruh pasang surut air lait.

Pemberian hak atas tanah pada permukiman yang berada di pinggir pantai
dan diatas air, dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah serta rencana tata ruang wilayah yang
ditetapkan melalui peraturan daerah.

Dalam rencana tata ruang Kota Tanjungpinang , memang terlihat bahwa
peruntukan permukiman berada di zona yang merupakan sempadan pantal.
Mengingat karakteristik kehidupan dan budaya masyarakat yang bermukim di
pinggir pantai sejak lama tersebut maka ditetapkan rencana tata ruang wilayah
melalui  peraturan daerah mengenai  peruntukan permukiman di  Kota

Tanjungpinang seperti tampak pada gambar 4.1 berikut.
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Hukum kepemilikan mengatur hubungan antar orang dengan orang maupun
hubungan antara orang dengan benda. Hukum tersebut meliputi pengaturan hak atas
objek fisik dan hak (yang sifatnya abstrak) terkait dengan penggunaannya. Menurut
Dale dan McLaughlin (1999), tanah sebagai properti riil dan barang tidak bergerak
pada beberapa negara dianggap sebagai satu kesatuan dengan bangunan dan benda
lain yang terdapat di atasnya. Pada beberapa negara tanah dianggap sebagai satu
kesatuan dengan mineral yang terkandung dibawah permukaan dan udara yang
terdapat di atasnya, kecuali jika ada pengaturan yang secara khusus
mengecualikannya. Pada beberapa negara secara tegas telah diatur pemisahan antara
tanah (land) sebagai objek ruang (space) dengan tanah sebagai benda alam (soil),
serta pemisahan antara tanah sebagai permukaan bumi (surface) dengan property
yaitu objek buatan manusia yang terdapat diatasnya.

Kepemilikan tanah menjelaskan bagaimana hak atas tanah terselenggara.
Kepemilikan tanah menurut Feder dan Feeny (1991), didefinisikan melalui kumpulan
peraturan, yang sebagian diadopsi dari hukum tertulis mengenai properti, sedangkan
sebagian lainnya diadopsi dari kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Di seluruh dunia
terdapat berbagal macam rejim hukum properti, yang dasarnya merupakan kombinasi
dari hak properti kelompok, negara, dan individu. Rejim properti umumnya
dikategorikan menjadi properti akses terbuka. properti komunal, properti pribadi, dan
properti negara.

Dalam Buku II (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
atau lebih dikenal dengan nama Burgelijk Wetbook (BW), hak kepemilikan dalam

BW masih tetap berlaku dalam Hukum Indonesia, yaitu sebagai pemilikan atau

77

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

kepunyaan (ownership). Adapun pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 BW adalah:
“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk
menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang
mempunyai wewenang untuk itu dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya
dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan
umum, dengan membayar penggantian kerugian yang layak dan menurut ketentuan
undang-undang.

Selanjutnya berdasar Pasal S84 BW dijelaskan tentang cara memperoleh hak
milik, yaitu: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara
lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena
pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena
penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk
memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas
terhadap kebendaan itu”. Kepemilikan (renure) tidak hanya mencakup hak untuk
memberikan dan menyerahkan tanah saja, tetapi juga hak untuk membeli, menjual,
menggadaikan, dan menggunakan tanah tersebut dengan batasan dan kewajiban yang
tertentu. Tanah mungkin saja dimiliki dan digunakan oleh pihak yang berbeda, yang
umumnya terjadi karena adanya suatu perjanjian sewa atau pinjan pakai. Pada
beberapa sistem kepemilikan, sebidang tanah mungkin dijual dengan pengurangan
beberapa hak yang terdapat didalamnya, seperti misalnya hak untuk menangkap ikan

pada sungai yang melintasi bidang tanah tersebut.

78

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

Terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir yang
berbatasan langsung dengan pantai, secara historis penyebaran dan peningkatan
jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para
pedagang/nelayan atau para penyiar agama yang sering berlayar baik dari negara lain
maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara
berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai tanah pada kawasan
pantai secara turun temurun. Dalam perkembangannya masyarakat tersebut
mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur pola penguasaan dan pemilikan atas
wilayah yang mereka tempati dan dikenal dengan hukum adat.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan

perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama.”

Di Indonesia pembentukan hukum tanah nasional dimulai dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Dengan berlakunya UUPA, terjadi unifikasi hukum tanah adat (tidak tertulis) dan
hukum agraria barat (tertulis).

Berdasarkan hukum pertanahan ini di Indonesia diakui adanya hak ulayat dan
hak perorangan. Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat sepanjang
menurut kenyataan masih ada, dan merupakan hak penguasaan atas tanah bersama

masyarakat hukum adat tertentu.

79

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

Hak perorangan memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti
menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang
tanah tertentu, yang terdiri dari: hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak
pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak
memungut hasil hutan, hak atas tanah wakaf, hak tanggungan yang ketentuan
pokoknya terdapat dalam UUPA, serta hak lain dalam hukum adat setempat.

Dalam hal penguasaan tanah buatan seperti reklamasi, sebagaimana Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah bahwa
Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai,
pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 410-1293 Tentang
Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Pada angka 3 Surat Edaran
tersebut dinyatakan bahwa:

“Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan
tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai
tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta
penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

2. Aspek Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Land Use).

Penggunaan tanah atau /and use berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, penggunaan tanah didefinisikan sebagai
wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun

buatan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, Dale dan McLaughlin (1999)

mendefinisikan land use sebagai aktivitas ekonomi dan budaya yang berlangsung di
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permukaan tanah. Pengertian tersebut mengarahkan pada deskripsi mengenai
kuantitas dan jenis vegetasi serta material lain yang ada di permukaan bumi.

Dari konteks penggunaan tanah di wilayah pesisir sebagaimana dijelaskan
diatas, bila dipadu dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, penggunaan tanah dapat dibagi
menjadi 2 (dua) kawasan yakni penggunaan tanah di kawasan budi daya dan
penggunaan tanah di kawasan non budidaya (konservasi).

Kawasan budi daya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir
dikatakan sebagai kawasan pemanfaatan umum yang merupakan bagian dari Wilayah
Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang
Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya bahwa kawasan budi daya terbagi
menjadi sepuluh kawasan sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinct meliputi: kawasan hutan
produksi terbatas, kawasan hutan produks: tetap, dan kawasan hutan yang dapat
dikonverst;

b. Kawasan hutan rakyat;

81

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

c. Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan
basah, pertanian lahan kering, dan hortikuitura;

d. Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas
perkebunan yang ada di wilayah provinsi;

e. Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan
tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;

f. Kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan
peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air
tanah di kawasan pertambangan;

g. Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan:
industri kecil/rumah tangga. industri agro. industri ringan, industri berat, industri
petrokimia, dan industri lainnya;

h. Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinel meliputi  kawasan
peruntukan: semwua jenis wisata alam. wisata budaya, wisata buatan/taman
rekreasi, dan wisata lainnya:

1. Kawasan peruntukan permukiman. yang dapat dirinct melipun kawasan
peruntukan: permukinian perdesaan dan permukiman perkotaan; dan

j. peruntukan kawasan budi daya lainnya. yang antara lain meliputi kawasan
peruntukan: instalasi pembangkit cnergi listrik. instalast militer, dan instalasi
lainnya.

Untuk kawasan budidaya di wilayah pesisir berdasarkan penjelasan tersebut
diatas, bahwa penggunaan tanahnya merupakan bagian kawasan pesisir yang

ditetapkan dan diperuntukan bagi fungsi utama pemberian ruang dan dukungan
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terhadap kegiatan-kegiatan manusia dengan memperhatikan kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusianya. Berdasarkan

hal tersebut penggunaan tanah di wilayah pesisir terdiri dari:

a. Bagi kepentingan perorangan atau badan hukum, yang mencakup 2 (dua)
kepentingan utama yaitu: Pertama, sebagai tempat untuk mendirikan bangunan
permukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal; dan Kedua, sebagai tempat
mendirikan bangunan bagi kegiatan usaha seperti perikanan, wisata, restauran,
hotel, dan usaha lain yang memerlukan penggunaan tanah kawasan pesisir;

b. Bagi kepentingan bersama yang meliputi: penggunaan tanah kawasan pesisir bagi
bangunan jalan di atas air, bangunan pelabuhan, penyediaan bagi alur berlalu
lintas kendaraan air, dan tempat mendirikan bangunan yang menjadi sarana
kepentingan bersama.

Adapun untuk kawasan lindung sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan sebagai

kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil adalah kawasan pesisir

dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
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melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber

daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan

berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan
lindung terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan
lindung spiritual dan kearifan lokal,

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka
alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan
suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan
bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman
wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;

e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan
rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;

f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan
bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air

tanah; dan
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g. Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan
perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan

kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penggunaan tanah di wilayah
pesisir, kawasan lindung merupakan bagian kawasan pesisir yang diperuntukan bagi
fungsi utama pemberian perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup yang
berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berkaitan dengan ini, ada
beberapa bagian dari wilayah perariran pesisir yang tidak boleh dimanfaatkan untuk
permukiman dan kegiatan usaha yang harus dibiarkan sebagai kawasan konservasi,
yaitu:

a. Bagian yang berfungsi sebagal kawasan konservasi laut;

b. Bagian yang berfungsi sebagai suaka perikanan;

c. Bagian yang berfungsi sebagai pantai umum,;

d. Bagian yang berfungsi sebagai alur laut bagi pelayaran, pipa/kabel bawah laut,
dan migrasi biota laut;

¢. Bagian untuk melindungi situs budaya tradisional yang terdapat di kawasan
pesisir; dan

f. Kawasan strategis nasional.

Dalam hal wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional seperti di wilayah
pesisir tidak terlepas pada pemanfaatan wilayah. Ketergantungan masyarakat pada
alam secara otomatis akan membentuk budaya yang juga ikut melestarikan alam.
Untuk itu kebijakan pemerintah harus memperhatikan kelompok-kelompok

masyarakat yang sudah hidup jauh sebelum wilayah tersebut dijadikan wilayah
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lindung terutama yang bermukim di wilayah pesisir. Sedangkan dalam hal

pemanfaatan tanah, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Penatagunaan Tanah, tidak secara tegas menentukan adanya pemanfaatan

tanah untuk kawasan perairan pesisir namun secara tersirat terdapat dalam beberapa

pasal peraturan tersebut.

Pasal 4 dan penjelasannya menentukan bahwa penatagunaan tanah harus
mengandung pola pengelolaan tata guna tanah yang membagi pemanfaatan ruang ke
dalam 2 (dua) kelompok yaitu : (1) kawasan lindung yang di antaranya terdiri dari
kawasan sempadan pantai, gelombang pasang sebagai bagian rawan bencana, dan
kawasan pantai berhutan bakau; (2) kawasan budi daya yang di antaranya kawasan
perikanan di wilayah pesisir. Dalam pasal 13 pada peraturan tersebut juga
dinyatakan bahwa Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau
kawasan budidaya diatur antara lain:

a. Harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu
fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.

c. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh diterlantarkan, harus
dipelihara dan dicegah kerusakannya.

d. Pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling
mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan
tanahnya.

Sedangkan pada pasal 15 menentukan bahwa penggunaan dan pemanfaatan

tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan
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pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus
memperhatikan : (1) kepentingan umum; dan (2) keterbatasan daya dukung,
pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati
serta kelestarian fungsi lingkungan. Dalam Penjelasan Pasal 15 dinyatakan bahwa
pada hakekatnya pulau kecil dan kawasan pesisir khususnya yang berkaitan dengan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan di bidang-bidang tanah yang berada
disepanjang pantai memiliki keunikan tersendiri baik dari segi kegiatan sosial,
ekonomi, lingkungan dan sumber daya alam lainnya.

Pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dominan yaitu untuk perikanan,
pertanian, kehutanan, pelabuhan, permukiman dan infrastruktur, industri,
penambangan, kawasan konservasi, penelitian dan pariwisata.Hal lain untuk
pemanfaatan wilayah pesisir bila ditinjau dari tipologinya dicirikan oleh kondisi
iklim, topografl wilayah, kondisi batuan, jenis tanah, kondisi hidrologi (ketersediaan
air tawar baik dari sumber air tanah maupun air permukaan) dan kondisi oseanografi
yang meliputi kedalaman laut, perilaku gelombang, arus, dan pasang surut air laut.
Faktor lain yang menentukan adalah ekosistem utama yang ada di wilayah pesisir
yang meliputi hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Berikut beberapa tipologi pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana tabel 4.1

berikut:
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Couper’s Global Marine

Sorensen and

Vallega Coastal Use

Hawaii Ocean Resources™

Interaction Model McCreary (1990) Pido and Chua (1992) Framework Management
- (Couper 1983) : (Vallega 1992) (CZMapproach) (1991)
1. Navigasi dan 1. Perikanan 1. Pertanian 1. Pelabuhan 1. Penelitian
komunikasi
2. Sumber energi dan 2. Daerah 2. Perikanan dan 2. Perkapalan 2. Rekreasi
mineral konservasi akuakultur
3. Sumberdaya biologi 3. Suplai air 3. Infrastruktur 3. Jalur pipa laut 3. Pelabuhan
4. Pembuangan limbah 4, Rekreasi 4. Penambangan 4. Kabel 4. Perikanan
5. Strategi dan S. Pariwisata S. Pelabuhan 5. Transportasi udara 5. Perlindungan ekosistem
pertahanan laut
6. Rekreasi 6. Pembangunan 6. Industri 6. Sumberdaya biologi | 6. Erosi pantai dan pesisir
pelabuhan
7. Permukiman 7. Sumber energi 7. Pariwisata 7. Hidrokarbon 7. Pengelolaan buangan
8. Pembuangan 8. Perkotaan 8. Permukiman 8. Akuakultur
limbah
9. Industri 9. Kehutanan 9. Pertahanan 9. Sumber energi
10. Pertanian 10. Perkapalan 10. Rekreasi 10. Mamalia laut
(Shipping)
1. Marikultur 11. Permukiman 11. Penahan gelombang | 11. Permukiman
12. Permukiman 12. Pembuangan limbah
15. Preservasi dan

konservasi
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C. Pertimbangan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir

1. Keberadaan Permukiman/Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan
Langsung Dengan Pantai

Keberadaan permukiman/bangunan yang berada di pantai (sempadan pantai)
maupun pemukiman/bangunan yang berada di atas air (pelantar) merupakan
fenomena umum yang dapat ditemukan di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Hal
ini menandakan bahwa hanya pada daerah pesisir dengan karakteristik pesisir atau
pantai tertentu dan dengan karakteristik masyarakat tertentu saja pola permukiman
yang demikian.

Karakteristik masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir juga turut
mempengaruhi terbentuknya pola permukiman. Kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya, secara bersama mendorong masyarakat untuk memilih tinggal dan menetap
pada permukiman/bangunan yang didirikan dipinggir pantai maupun di atas air. Hal
tersebut merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat, yang seiring
dengan berjalannya waktu juga mendapat pengaruh dari kebudayaan lain sebagai
dampak dari perdagangan antar wilayah.

Suatu wilayah yang berkembang dihadapkan pada kondisi terbatasnya lahan
untuk pembangunan. Selain masalah kebutuhan lahan, pola hidup masyarakat yang
berakar dari budaya yang bersumber dari karakteristik alam suatu wilayah pesisir
pada beberapa wilayah di Indonesia mendorong tumbuh dan berkembangnya bentuk-
bentuk permukiman yang salah satunya didirikan di atas air. Bentuk-bentuk
permukiman yang demikian telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian

masyarakat pesisir di Indonesia yang perlu dilindungi keberadaaanya.

89

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

Dari sudut pandang pertanahan, menurut Winoto (2013) bahwa perlindungan
negara terhadap kepemilikan masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir
yang berbatasan langsung dengan pantai harus didasarkan pada empat prinsip yakni:
a. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dan melahirkan sumber sumber baru kemakmuran rakyat;

b. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan
kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan
pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah;

c. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan
sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan
memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-
sumber ekonomi masyarakat tanah; dan

d. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan
kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan
konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yng tidak
lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Berdasarkan 4 (empat) prinsip tersebut, pengaturan penguasaan tanah di
wilayah pesisir melalui kebijakan pertanahan di wilayah pesisir diperlukan. Untuk
memenuhi prinsip keadilan, masyarakat yang tinggal dan menetap pada wilayah-
wilayah permukiman di atas air harus dipandang sebagai bagian dari suatu kesatuan
masyarakat Indonesia yang majemuk. Pola serta pilihan masyarakat tersebut untuk
tinggal dan menetap di wilayah pesisir mesti dipandang sebagai warisan budaya

maritim nasional yang luhur. Untuk itu keberadaan permukiman masyarakat tersebut
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juga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara.

Untuk memenuhi prinsip kesejahteraan, maka usaha perlindungan dan
kepastian hukum yang diberikan negara kepada masyarakat pada umumnya dan
masyarakat yang tinggal di pesisir pada khususnya harus di arahkan guna
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Adanya kepastian hukum bagi
aset masyarakat dalam bentuk rumah/bangunan yang didirikan di atas air tersebut
merupakan dasar dalam upaya memenuhi prinsip kesejahteraan tersebut dalam hal
pemodalan untuk usaha mandiri maupun kolektif.

Dengan tersedianya modal lebih lanjut akan mendorong optimalisasi
pemanfaatan obyek tersebut dan peningkatan produktifitas ekonomi. Peningkatan
produktifitas ekonomi tersebut, akan berpengaruh pada nilai asset serta pajak bumi
dan bangunan sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya
pendapatan daerah, pelayanan publik dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan
kesejahteraan kolektif.

Untuk memenuhi prinsip harmoni sosial, maka kepastian hukum untuk
mengatur permukiman/bangunan di atas air pada wilayah pesisir tersebut harus
mempertimbangkan dampaknya bagi keharmonisan sosial pada lingkungan tersebut.
Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang berbatasan langsung
dengan pantai karena sifatnya yang spesifik hendaknya juga mempertimbangkan
kepentingan masyarakat umum yang lebih luas antara lain:

a. Permukiman/bangunan tersebut tidak menutup atau meniadakan aksesibiltas

masyarakat dari daratan ke laut atau sebaliknya;
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b. Tidak menimbulkan spekulasi perluasan pembangunan kawasan permukiman di
atas air, yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan, serta
mengarah kepada konflik kepentingan antar pihak yang berkepentingan di
dalamnya.

Hal tersebut juga untuk memenuhi prinsip keberlanjutan. Mempertimbangkan
daya dukung serta daya tampung lingkungan saat ini dan untuk waktu mendatang
terutama perlindungan ekosistem alami pada wilayah pesisir.

Terkait pengaturan penguasaan tanah tersebut, sebagai landasan hukum
pertanahan yang utama di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan
adanya hak menguasai negara yang memberikan kewenangan pada negara guna
mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah. Salah satu perwujudan dari hak
menguasai negara tersebut adalah adanya kewenangan negara untuk menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa. Lebih lanjut secara eksplisit dinyatakan bahwa wewenang yang
bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat.

2. Kearifan Lokal Dan Budaya Masyarakat Pesisir

Permukiman/bangunan yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan
langsung dengan pantai dan di atas air dibangun atas dasar suatu kearifan lokal
tertentu yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Hal tersebut
seiring dengan berlangsungnya perdagangan antar wilayah yang turut menyerap

pengaruh budaya lain. Dengan demikian nilai-nilai adat istiadat wilayah tersebut
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mempengaruhi dan mengatur tumbuh serta berkembangnya Permukiman/bangunan

yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dan di atas

air.
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan
bahwa:

“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan

peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama”.

Dalam konteks kaitan antara hukum adat dengan hak kepemilikan, dalam

Pasal 22 UUPA dinyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur

dengan Peraturan Pemerintah, atau melalui penetapan pemerintah menurut cara dan

syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, serta karena adanya
ketentuan Undang-undang. Lebih lanjut dalam pasal 56 ayat 1 UUPA dinyatakan
bahwa:

“ Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat
(1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenal hak-hak atas tanah yang
memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal

20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-
undang ini”.

UUPA juga secara cksplisit mengakul keberadaan hukum adat sebagal
aturan/norma yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah pada suatu wilayah, dan sepanjang belum ada undang-undang serta peraturan

yang secara khusus mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
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pemanfaatan tanah khususnya pada permukiman di atas air, maka aturan/norma
setempat yang berlaku.

Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa dimungkinkan adanya pemberian hak
atas tanah permukiman/bangunan yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan
langsung dengan pantai maupun di atas air.

3. Permukiman/Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung
Dengan Pantai

Permukiman/Bangunan di atas air pada wilayah pesisir adalah bangunan
permanen yang seluruh atau sebagiannya didirikan pada sempadan pantai, bagian
pesisir yang mengalami pasang surut air laut dan atau bagian pesisir yang selalu
tertutup air laut, yang didirikan dengan menggunakan tiang/pancang/pondasi yang
menancap/tertanam/terhubung secara permanen ke tanah di dasar perairan.

Beberapa tipologi permukiman/bangunan di wilayah pesisir yang berbatasan

langsung dengan pantai sebagaimana ilustrasi berikut:
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a. Permukiman/Bangunan yang didirikan pada bagian yang dikategorikan
sempadan pantai
tergensng/sempadan

N SDLL

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016

Gambar 4.22. Bangunan Terletak dalam Kategori Sempadan Pantai

b. Permukiman/Bangunan yang didirikan yang sebagiannya berada di daratan
kering

‘ Bagian yang selaly Bagimn yang relatif
tertutup air baut tidak pernah
tergenang/sempadan
pantai

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016

Gambar 4.23. Bangunan Terletak Sebagiannya Berada Di Daratan Kering
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c. Permukiman/Bangunan yang didirikan terletak pada bagian pesisir yang
mengalami pasang-surut

Bagian yang selalu Bagian yang mengalami Bagian yang relatif
‘——_—— by —-—_——*_—-— + 0
tertutup air laut

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016

Gambar 4.24. Bangunan Terletak Di Bagian Pesisir Yang Mengalami Pasang-Surut

d. Permukiman/Bangunan yang didirikan terletak di kawasan yang selalu
ditutupi air laut.

!
Bagian yang selalu ! Bagisn yang mengalamni ! Bagian yang relatif

r— > ——pie—— —_——
tertutup eir {aut ' pasang sunit

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016

Gambar 4.25. Bangunan Terletak Di Kawasan Yang Selalu Ditutupi Air Laut
e. Obyek Hak Atas Tanah
Bangunan di atas air merupakan perwujudan dari objek hak atas tanah. Yang
menjadi objek hak atas tanah pada bangunan tersebut adalah proyeksi dari batas

bidang yang telah ditunjuk oleh pemilik bangunan dan ditetapkan petugas
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pengukuran dengan persetujuan pemilik bangunan lain yang berbatasan. Batas

bidang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016
Gambar 4.26. Bangunan Sebagai Obyek Hak Atas Tanah

Suatu objek hak atas tanah dinyatakan ada jika permukiman/bangunannya
ada atau berbentuk, dengan kata lain obyek hak atas tanah tersebut muncul jika
terlebih dahulu telah ada penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi tanda batas bidang
saja tidak dapat dijadikan dasar bagi keberadaan objek hak atas tanah di atas
perairan, dengan kata lain, tanpa adanya bangunan tanda batas bidang tidak dapat

merepresentasikan batas obyek hak atas tanah.

f. Subyek Hak Atas Tanah

Subyek dari hak atas tanah dapat terdiri dari perorangan, badan hukum
swasta maupun badan hukum publik. Dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan
tanah suatu obyek hak dalam artian pemakaian tanah, secara normatif subyek hak
atas tanah tersebut dapat mendirikan dan memiliki bangunan. Mengutip pendapat

Boedi Harsono (2007: 5) yang menyatakan bahwa:
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“Hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 tujuan. Pertama, untuk
diusahakan. Misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak),
mungkin juga peternakan. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun
sesuatu. Seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan
jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya. Karena semua
hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang dapat
dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan hak pakai. Tetapi mengingat
bahwa dalam masyarakat modern peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka
untuk memudahkan pengenalannya, hak pakai untuk keperluan yang bermacam-
macam itu masing-masing diberi hak nama sebutan yang berbeda, yaitu hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.”

g. Risiko dan Dampak Permukiman/Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang
Berbatasan Langsung dengan Pantai.

Secara alami karakteristik fisik wilayah pesisir akan membatasi perluasan
serta pengembangan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun diatas air.
Meski sangat dimungkinkan untuk melakukan rekayasa teknis terhadap kondisi fisik
alami dalam rangka perluasan dan pengembangan permukiman/bangunan, namun hal
tersebut juga memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, untuk menjaga kelangsungan
kelestarian ekosistem, fisik dan lingkungan pada wilayah pesisir, guna menjaga serta
mempertahankan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan pada wilayah

tersebut.

Terkait hal tersebut, pertimbangan resiko dan dampak dari perluasan serta
pengembangan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun diatas air
akibat aktivitas yang berlangsung perlu dilakukan. Resiko yang dimaksud disini
adalah kemungkinan terjadinya gangguan terhadap permukiman/bangunan yang
berada di pantai maupun diatas air sebagal akibat dari faktor perubahan iklim seperti

terjadinya bencana hidrologi dengan naiknya permukaan air Jaut yang akan berakibat
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terjadinya abrasi pantai ataupun longsor sehingga berpotensi memberikan akibat

serius terhadap permukiman/bangunan yang akan di didirikan tersebut.

Risiko lain adalah terjadi abrasi/longsor pantai akibat aktivitas yang
dilakukan secara sengaja oleh manusia seperti kegiatan pertambangan pasir timah
lepas pantai, seperti yang dikemukakan oleh H. Mahir mengenai aktivitas kapal isap
produksi (KIP) yang merupakan mitra kerja dari PT. Timah yang beroperasi tidak

jauh dari Kampung Nelayan Kota Sungailiat Kabupaten Bangka.
Menurut H. Mahir bahwa:

“Sejak beroperasinya kapal isap produksi beberapa tahun belakangan, membawa
perubahan terhadap lingkungan pesisir Sungailiat. Kegiatan kapal isap tersebut
mengakibatkan adanya cekungan di tengah laut (posisi kapal isap) dan cekungan
tersebut secara perlahan menarik pasir yang berada di pinggir pantai menuju arah
cekungan tersebut, sehingga menggerus sisi pantal di sekitar yang mengakibatkan
abrasi/longsornya pasir pantai. Pantai yang dulu landai dan bisa dinikmati berjalan
dipasir bila air surut sekarang tidak bisa lagi karena sudah tergerus dan jarak pantai
dengan bangunan rumah hanya sekitar 10 — 20 meter yang tadinya berjarak lebih
dari 100 meter. Pasir hasil isap tersebut dibuang disisi lain dari kapal tersebut
sehingga membentuk gundukan pasir ditengah laut namun tidak bisa diusahakan
karena tercemar oleh limbah kimia hasil proses pengayakan pasir dan timah”

(H. Mahir, Pegiat Lingkungan Hidup Kampung Nelayan Kota Sungailiat
Kabupaten Bangka)

Sedangkan dampak yang dimaksud disini adalah akibat yang dapat
ditimbulkan oleh keberadaan permukiman/bangunan yang berada di pantai maupun
di atas air terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah pesisir. Sebagai contoh
terganggunya aktivitas pelayaran, sebagal akibat pembangunan
permukiman/bangunan tersebut sehingga mengganggu alur pelayaran. Dampak
lainnya adalah terganggunya ekosistem pada wilayah pesisir tersebut yang

berdampak pada pengurangan sumber daya ikan pada daerah tangkapan ikan pada
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perairan tersebut serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat akibat adanya bangunan-

bangunan tersebut.

Sebagai  ilustrasi dart riskko dan dampak dari  keberadaan
permukiman/bangunan di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai

dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut:

: Resiko :
Dampak Alur —— Kswasan Rawan Bencana !
Pelayarandan | - (Perubahan Klim) T T T T~ > ;
aksesibibitas : :
Terganggu '. Nuiknya Permukasn Air Laut ) :
’/ . - e . . l .

/ ~ AN

' AN AN

\ N gn

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dari Berbagai Sumber, 2016

Gambar 4.27. Risiko dan Dampak Permukiman/Bangunan di Wilayah Pesisir Yang
Berbatasan Langsung dengan Pantai

D. Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan
Langsung dengan pantai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, dimana di dalam
pasal 60 dinyatakan bahwa “Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang

berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah”

Mengingat peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum ada, maka

dalam penelitian im1 Penulis mencoba untuk memberikan pandangan mengenai hal-
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hal yang perlu diatur dan dapat dimplementasikan dalam membuat kebijakan

pertanahan di wilayah pesisir.

Kebijakan pertanahan merupakan kebijakan publik. Kebijakan yang telah
disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena
implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang
masih bersifat abstrak kedalam realita. Artinya pelaksanaan kebijakan publik
berusaha menghasilkan owutcome yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan di antara
pembentukan sebuah peraturan eksekutif atau keluarnya standar peraturan dan
konsekuensi dari kebijakan bagi masayarakat yang mempengaruhi beberapa aspek

kehidupannya.

Sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun
masth bisa terjadi jika proses implementasinya tidak tepat, bahkan sebuah kebijakan
yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka
kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah
cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat
mencapal tujuan sebagimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa kebijakan publik yang
diimplementasikan dengan baik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan
secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik sekaligus mendorong

terciptanya partisipasi publik dalam pembangunan secara luas.
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Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini
sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta, dan
masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu
sendiri. Namun keberhasilan pelaksanaan kebijakan, proses kebijakan pada tingkat
operasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat
kebijakan dan pengatur kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan

mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berorientasi pada teori Grindle bahwa keberhasilan proses implementasi
kebijakan sampai kepada tercapainya hasil dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of
policy) dan konteks implementasinya (contex of implementation). Dalam penyusunan
kebijakan pertanahan, isi kebijakan (content of policy) harus diatur hal-hal yang
mengatur mengenai pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir serta bagaimana

implemnetasi dari kebijakan tersebut (contex of implementation).

Bila memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, bahwa kebijakan
pertanahan di wilayah pesisir dalam hal pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan isi kebijakan harus memperhatikan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan zona-
zona peruntukan yang disesuaikan dengan karakterisktik wilayah.
b. Aspek Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah

pesisir.
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c. Keberadaan dan Budaya kehidupan Masyarakat yang telah bermukim cukup
lama di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan Langsung dengan pantai.
d. Ketentuan terkait terhadap kebijakan wilayah pesisir yang berlaku saat ini.
2. Konteks implementasi kebijakan harus memperhatikan :
a. Penerima manfaat kebijakan.
b. Manfaat dari kebijakan.

Dalam penyusunan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir dan berdasarkan
hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Penulis menyampaikan pandangan mengenai
implementasi kebijakan pertanahan di wilayah pesisir sebagai berikut :

1. Penentuan Zona Kawasan Pesisir Yang Dapat Diberikan Hak Atas Tanah.

Setiap kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
di daratan ataupun di perairan pesisir harus berlangsung tertib, aman, dan
memberikan manfaat bagi kemakmuran bagi warga masyarakat serta menjamin
keberlangsungan lingkungan alamnya. Oleh karenanya, penataan ruang menjadi
penting sebagai dasar bagi pemanfaatan serta penguasaan dan pemilikan bagian dari
ruang yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah secara implisit mengharuskan adanya pola ruang dan struktur ruang dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam bentuk rencana tata
ruang wilayah dan dtetapkan melalui peraturan daerah.

Secara umum hal tersebut telah ditegaskan dalam:

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sudah mengamanatkan agar penataan
ruang di tingkat nasional serta tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencakup

baik ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam tubuh bumi maupun ruang laut.
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Pasal 6 ayat (3) menentukan : Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang
wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan. Begitu juga Pasal ayat (4) : Penataan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat nasional, penataan ruang laut meliputi ruang laut yang ada di
wilayah yurisdiksi dan yang ada di wilayah kedaulatan negara. Di tingkat
provinsi, penataan ruang laut mencakup wilayah seluas 12 (dua belas) mil laut
dihitung dan titik pasang tertinggi air laut. Di tingkat kabupaten/kota, penataan
ruang laut mencakup wilayah 3 (tiga) mil dihitung dari titik pasang tertinggi air
laut.

b. Menganalogi penataan ruang darat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2007 tersebut, penataan ruang laut bagi kepentingan
pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dapat terdiri
dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mengandung susunan
permukiman beserta sarana dan prasarana seperti alur berlalu lintas untuk
mendukung kegiatan di kawasan perairan pesisir. Pola ruang mengandung
pembagian ruang laut ke dalam 2 (dua) fungsi utama yaitu kawasan lindung dan
kawasan budi daya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 yang mengharuskan disusunnya Rencana Zonasi Perairan Pesisir.
Atas dasar struktur dan pola ruang laut baik nasional maupun provinsi dan

kabupaten/kota, disusun rencana zonasi ruang laut yang akan menjadi instrumen
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pengendali setiap kegiatan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan wilayah
perairan pesisir.
2. Pemberian Hak Atas Tanah.

Berdasarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa pembentukan
hukum agraria (pertanahan) nasional harus didasarkan pada ketentuan, asas, nilai,
dan lembaga hukum adat sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dalam hukum adat
dikenal “asas intensitas penguasaan dan penggunaan tanah” atau asas
rechtverwerking”. Asas hukum ini mengandung makna bahwa setiap orang yang
membuka tanah serta kemudian menguasai dan menggunakan tanah tersebut secara
intensif terus menerus, maka orang tersebut harus diakui sebagai pemegang hak atas
tanah atau orang yang berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan asas hukum ini, timbulnya hak kepemilikan atas tanah dapat
terjadi karena adanya hubungan penguasaan dan penggunaan atau pemanfaatan yang
intensif terus menerus. Fungsi negara melalui instansi yang berwenang di bidang
pertanahan adalah memperkuat dengan penegasan adanya hak kepemilikan atas
tanah tersebut dengan sertipikasi dan penegasan status haknya.

Asas rechtsverwerking ini sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa
dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad batk dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah

itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
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tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegang sertipikat dan kantor pertanahan yang bersangkutan maupun tidak
ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau
penerbitan sertipikat tersebut.

Hakekat terjadinya pemberian hak atas tanah, jika mencermati pendapat Prof.
Boedi Harsono diatas, dapat dikatakan apabila tanah diusahakan dan tanah dibangun
sesuatu. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya
memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan Hak Pakai.
Namun karena peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan
pengenalannya, Hak Pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu masing-
masing diberi hak nama sebutan yang berbeda, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.”

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
sebagaimana pasal 16 UUPA merupakan hak atas tanah yang dapat diberikan
kepada masyarakat perorangan maupun badan hukum dengan melakukan
pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUPA. Hak milik sebagaimana pasal 20
UUPA merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah. Sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-
hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak
yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" scbagai hak eigendom
menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan

dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan
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terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-
bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara
hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya:
paling)-kuat dan terpenuh.

Hak Guna Usaha sebagaimana pasal 28 UUPA merupakan hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu, guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Jangka waktu tertentu dimaksud
sebagaimana pasal 29 adalah hak yang waktu berlakunya terbatas yakni 25 tahun
atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang misalnya mengingat pada
tanaman kelapa sawit. Hak guna usaha ini adalah hak yang khusus untuk
mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri dan diperuntukan bagi perusahaan
pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak
guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang
luasnya paling sedikit 5 hektar. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada
orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya
mungkin dengan pembatasan.

Hak Guna Bangunan sebagaimana pasal 35 UUPA merupakan hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling
lama 20 tahun mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya.

Sedangkan hak pakai scbagaimana pasal 41 UUPA merupakan hak untuk
menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
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ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.

Hak pakai dalam prakteknya diberikan untuk gedung-gedung pemerintahan,
gedung-gedung kedutaan negara-negara Asing yang berlaku selama tanahnya
dipergunakan untuk itu, serta dapat pula diberikan kepada perorangan atau badan
hukum dengan waktu pemakaian terbatas sesuai dengan kepentingan pemakaiannya.

Prinsip pemberian hak atas tanah terscbut harus berdasarkan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota dan tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan tanah bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada
hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.

Pemberian hak atas tanah sebagaimana pasal 10 peraturan di atas disebutkan
bahwa setelah penetapan rencana tata ruang wilayah, penyelesaian administrasi
pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi
syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah. Penyelesaian administrasi pertanahan dimaksud antara lain
pemindahan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan, dan pemisahan hak
atas tanah.

Hal yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto,

M.Sc bahwa:
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“Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir harus memperhatikan /and
characteristic dan land use dengan berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Berdasarkan /and characteristic dan land use
(penggunaan tanah) tersebut, melalui pendaftaran hak atas tanah dapat menentukan
jenis hak yang tepat diberikan sesuai dengan penguasaan dan pemilikan tanahnya
(land tenure) dan dapat mempengaruhi nilai tanah (land value). Perlu diperhatikan
juga dampak dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan
lingkungannya”

(Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Pemberian hak atas tanah tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUPA,
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut
terutama terkait dengan “alat bukti awal” yang dapat digunakan sebagai alas hak
untuk dilakukan pendaftaran tanah dan penegasan status hak atas tanah serta
penerbitan sertipikat.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa
alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan
saksi dan/ atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang
membebaninya.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh)
tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-

pendahulunya, dengan syarat:
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a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian
orang yang dapat dipercaya.

b. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau
desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Ketentuan Pasal 24 tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang dapat
dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah atau yang berhak atas tanah, dan
sekaligus dapat dijadikan alas hak untuk diberi sertipikat nantinya, jika:

a. Seseorang mempunyai alat bukti tertulis berupa sertipikat model lama, surat
keputusan pemberian hak, surat/akta yang menandakan adanya peralihan hak,
petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kerikil dan Verponding Indonesia, atau
surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (Penjelasan Pasal 24 ayat (1); atau

b. Pembuktian pemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau
pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya. Dalam
praktik terutama dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 2) dan
Pasal 41 ayat (4) huruf b angka 2) peraturan tersebut yaitu terhadap tanah yang
belum bersertipikat cukup dibuktikan dengan surat pernyataan tanah belum
bersertipikat dari pihak yang memiliki yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah;
atau

c. Orang yang bersangkutan secara nyata-nyata telah menguasai secara fisik tanah
selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (2) di atas. Dalam praktik, dengan mengacu juga pada Pasal 39 ayat (1)
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huruf b angka 1) dan Pasal 41 ayat (4) huruf b angka 1) peraturan tersebut,
kenyataan penguasaan fisik atas tanah oleh seseorang itu diujudkan dalam
bentuk: surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai secara fisik bidang tanah tersebut sebagaimana
dimaksud Pasal 24 ayat (2).

Terkait dengan tanah timbul baik yang alami maupun buatan melalui
kegiatan reklamasi, sebagaimana Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Penatagunaan Tanah bahwa Tanah yang berasal dari tanah timbul atau
hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas
sungai dikuasai langsung oleh Negara. Untuk pemberian hak atas tanahnya,
sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah
Reklamasi bahwa pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama
untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, penerima manfaat dari
dikeluarkannya kebijakan ini adalah masyarakat, pemangku kepentingan, badan
hukum dan instansi pemerintah yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah
pesisir dalam hal perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, perikanan
dan pelabuhan swasta.

Adapun manfaat dari dikeluarkannya kebijakan ini antara lain adanya
jaminan kepastian hukum hak atas tanah, baik bagl masyarakat, pemangku
kepentingan, badan hukum dan instansi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan

faktor ekonomi, sosial dan budaya.
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E. Jaminan Kepastian Hukum.

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu tujuan
dikeluarkannya UUPA. Kepastian dimaksud berupa Kepastian akan subyek hak
(perorangan atau badan hukum), kepastian obyek hak (letak batas dan luas tanah)
dan kepastian jenis haknya sesual peruntukannya (hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan maupun hak pakai). Pemberian jaminan kepastian hukum dilakukan
melalui pendaftaran hak atas tanah sebagaimana pasal 19 UUPA.

Pelaksanaan pendaftaran tanah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan peraturan
pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997.

Adanya jaminan kepastian hukum pada suatu hak atas tanah dapat dilakukan
dengan melakukan pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas
tanah. Pembuktian tersebut termaktub dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam

surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2. Dalam atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
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baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepala kantor
pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat.

3. Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf
c, pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang
menyatakan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sistem publikasi pendaftaran tanah
yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu Sertipikat hanya merupakan surat
tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang
tercantum dalam Sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima secara
hukum sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain
yang membuktikan sebaliknya. Pengadilan mempunyai kewenangan memutuskan
benar tidaknya Sertipikat tersebut apabila sengketa pertanahan.

Namun ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak

menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya

113

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

jaminan bagi pemilik Sertipikat dikarenakan sewaktu-sewaktu akan mendapatkan
gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat.

Untuk menutupi kelemahan tersebut, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah
diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat
tersebut.

F. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai hal-hal terkait kebijakan
pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dalam rangka implementasi kebijakan
pertanahan di wilayah pesisir dan terkait dengan pasal 60 Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas

Tanah, dimana di dalam pasal 60 yang menyatakan bahwa:

“Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hlak Pakai atas sebidang
tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur
tersendiri dengan Peraturan Pemerintah™

dan diperkuat dengan diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni 1997 Tentang Permohonan
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Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan

Pantai yang menyatakan bahwa:

“Permohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan
dengan pantai untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut.”

dan bila mencermati pendapat dari Prof. Boedi Harsono dan Prof. Dr. Ir. Budi
Mulyanto, M.Sc sebagaimana tersebut diatas, Penulis berpandangan bahwa
pengambil keputusan kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang

berbatasan langsung dengan pantai harus memperhatikan hal-hal sebagal berikut:

1. Peruntukan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian hak atas tanah.

2. Hasil analisis mengenai penggunaan tanah (land use) dan kemampuan tanah (land
characteristic) yang dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis pertanahan
(sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
Lokasi, Penetapan Lokasi Dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah) termasuk

didalamnya rekayasa teknis apabila diperlukan;

3. Pertimbangan teknis pertanahan sebagai bahan pertimbangan pengambil
keputusan layak tidaknya hak atas tanah diberikan pada lokasi yang dimohon dan
jenis hak yang tepat terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan

penguasaan dan pemilikan tanahnya (land tenure).
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4. Dampak dikeluarkannya kebijakan pemberian hak atas tersebut bagi kesejahteraan

masyarakat dan keberadaan ekosistem lingkungan pesisir.

Kebijakan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang berbatasan
langsung dengan pantai tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan
pertanahan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan peruntukan dan
pemanfaatannya sebagai kawasan budidaya sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota;

b. Tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi yang ditetapkan
melalui peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

c. Penguasaan bidang tanah tersebut telah dikuasai dalam waktu lama secara
berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah baik dalam
bentuk akta maupun surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah;

d. Pada daerah tertentu yang masih memegang teguh adat istiadat masyarakat
pesisir, hak atas tanah dapat diberikan pada permukiman yang tumbuh dan
berkembang sebagai akibat dorongan adat istiadat, budaya, sosial, ekonomi dan
kearifan lokal, baik yang berada di pinggir pantai maupun yang berada di atas air.

e. Terkait angka 4 tersebut, untuk menjaga ekosistem laut jarak terjauh bangunan
rumah yang dapat didirikan diatas air paling jauh 0.5 mil dari pasang tertinggi
atau pada kedalaman maksimal 10 meter serta tidak mengganggu alur laut dan

ekosistem pesisir dan laut.
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f. Obyek hak atas tanah yang digunakan dan dimanfaatkan dapat berupa bangunan
rumah, prasarana, sarana, maupun utilitas umum yang berada di pinggir pantali,
sebagian atau seluruhnya berdiri di atas air dengan pondasi tiang pancang yang
menancap ke tanah dan atau hasil penimbunan secara mandiri sesuai kebijakan

daerah setempat.

2. Subyek hak atas tanah permukiman di atas air adalah:

a. Perorangan atau masyarakat hukum adat yang menurut adat istiadat dan/atau

hukum adatnya mempunyai hak atas tanah di wilayah tersebut;

b. Perorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Terhadap obyek hak atas tanah yang telah dilekati suatu hak atas tanah:

a. Akibat bencana abrasi/longsor yang menyebabkan rusaknya bangunan dan
musnahnya tanah maka hak atas tanahnya hapus sebagaimana pasal 27, 34 dan

pasal 40 UUPA, dan atau

b. Letak tanah dan bangunan ditetapkan melalui peraturan daerah secbagai
kawasan hijau (green belt), maka hak keperdataan subyek hak harus tetap

dihormati (relokasi dan atau ganti rugi).

Terkait hal tersebut, berikut rekomendasi persyaratan dan jenis hak atas tanah
yang dapat diberikan pada bidang tanah dan bangunan di wilayah pesisir yang

berbatasan dengan pantai dan di atas air sebagaimana tabel 4.2 berikut:
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Tabel 4.2. Rekomendasi Persyaratan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah Untuk Bidang Tanah Dan Bangunan Di Wilayah Pesisir
Yang Berbatasan Dengan Pantai Dan Di Atas Air

o L P Syarat,Umum

Yahg fermasytik c’iiydalam syarat ini adalah berbagai persyaratan yang
harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan hak atas tanah, scperti:
- Pemasangan Tanda Batas.

- Tanda Bukti Diri.

- Alas Hak.

.1) Adanya Bangunan Fisik.

Obyek hak atas tanah terwujud dengan adanya wujud fisik dari
penggunaan dan pemanfaatan bagian pesisir tersebut. Wujud fisik
dari penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut berbentuk
bangunan, sudah dilakukan penimbunan pada bagian bangunan dan
atau berdiri dengan tiang-tiang pancang/pondasi yang tertancap ke
tanah pada dasar perairan. Selain itu pendirian bangunan pada
wilayah perairan di pesisir harus mengikuti ketentuan yang berlaku
pada daerah tersebut, untuk itu harus dibuktikan dengan adanya Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Peruntukan Sesuai Dengan Tata Ruang.
Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, harus
sesuai dengan arahan peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah dan atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan
oleh Kabupaten/Kota lokasi dimana permukiman/bangunan tersebut
berada.

3) Tidak mengganggu fungsi lindung dari suatu kawasan yang telah
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, tidak
terletak pada wilayah/kawasan yang telah ditetapkan sebagai
kawasan lindung. Hal tersebut berarti bahwa bidang tanah tersebut
tidak terletak pada kawasan hutan, yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Dinas Kehutanan/Badan Pemantapan Kawasan
Hutan yang menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak terletak pada
Kawasan Hutan dan atau Kawasan Lindung.
Untuk jenis penggunaan tertentu seperti industri dan pertambangan,
perlu dilengkapi dengan AMDAL.
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‘Syarat:Umum;

R R

% SyaratKhusas

4) Tidak mengganggu fungsi perairan disekitarnya yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Terkait.

Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya, tidak
terletak pada wilayah/kawasan perairan yang telah ditetapkan
sebagai kawasan perairan untuk keperluan tertentu, misalnya
wilayah budidaya perikanan tertentu atau wilayah tangkap ikan
tertentu karena akan mengganggu aktivitas budidaya yang
berlangsung pada perairan itu. Untuk itu diperlukan surat
keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang
menerangkan bahwa permukiman/bangunan diatas air tersebut tidak
terletak pada kawasan budidaya maritim tertentu yang telah
ditetapkan.

5) Tidak mengganggu keberadaan alur-pelayaran umum dan
perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan, serta zona keamanan
dan keselamatan sarana bantu pelayaran yang terdapat pada wilayah
perairan tersebut.

6) Obyek hak atas tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya,
memerlukan surat keterangan dari Dinas Perhubungan setempat
yang menyatakan bahwa keberadaan permukiman/bangunan diatas
air tersebut tidak mengganggu alur-pelayaran umum dan
perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan, serta zona keamanan
dan keselamatan sarana bantu pelayaran yang terdapat pada perairan
tersebut.
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Tabel 4.3. Rekomendasi Jenis Hak Atas Tanah Untuk Bidang Tanah Dan Bangunan Di Wilayah Pesisir Yang Berbatasan
Dengan Pantai Dan Di Atas Air

Macam Hak Subyak Hak Atas Tanah

Kategori Jenis Atas Tanah Badan Dasar Pertimbangan

Pemanfaatan | Penggunaan Badan Hukum
Perorangan Hukum Publik

oo Swasta o o] o

G o R BT s D L AT SR L

Usaha/ Permukiman Hak Milik v Sesuai dengan kebijakan yang pernah
Budidaya dikeluarkan BPN bahwa permukiman lebih
tepat jika diberikan dengan Hak Milik untuk
menjamin kepastian hukum bagi warga
masyarakat.

Perdagangan HGB v v v Untuk kegiatan usaha non pertanian termasuk
dan Jasa (BUMN/D) perdagangan dapat dilakukan baik oleh
perorangan maupun badan hukum swasta dan
BUMN dengan HGB. Dengan HGB yang
mempunyai batasan waktu dapat
dipertimbangkan  kelanjutan  berdasarkan
perkembangan tata ruang yang ada.

Pariwisata HGB v v Kegiatan pariwisata merupakan usaha yang

padat modal sehingga hanya mungkin
(BUMN/D) dilakukan oleh badan hukum baik oleh swasta
maupun badan usaha milik negara. Jika usaha
pariwisata ini dilakukan dengan
menggunakan tanah pelantar terutama untuk
mendirikan bangunan, maka HGB merupakan
jenis hak atas tanah yang tepat.
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Kategori
Pemanfaatan

B O Y

Jenis
Penggunaan

Macam Ilak
Atas Tanah

Subyak Hak Atas Tanah

Perorangan

Badan
Hukum
Swasta

Badan Hukum
Publik

Dasar Pertimbangan

Industri

HGB

\j

\j

\/
(BUMN/D)

= Kegiatan industri dapat dilaksanakan baik
dalam skala besar maupun kecil-menengah.
Untuk usaha industri dalam skala besar
harus dilakukan melalui badan hukum baik
perseroan terbatas maupun koperasi dan
BUMN. Untuk usaha industri skala kecil-
menengah dapat dilakukan oleh perorangan.
= Namun demikian kegiatan industri untuk
semua skala tersebut harus diarahkan untuk
dilakukan di atas tanah yang berstatus HGB.
Satu aspek lain yang harus diperhatikan
adalah kegiatan industri di atas tanah
Pelantar hendaknya benar didasarkan pada
pertimbangan ekologi wilayah perairan

pesisir.

Pertambang-
an

Tanpa HAT/
HGB

Pertambangan yang dilakukan di kawasan
perairan pesisir merupakan pertambangan

(Offshore).

pertambangan ini memerlukan persyaratan

lepas pantai Kegiatan
modal besar dan teknologi tinggi sehingga
hanya mungkin dilakukan oleh perusahaan

swasta besar atau BUMN seperti Pertamina.
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Macam Hak Subyak Hak Atas Tanah

Kategori Jenis Atas Tanah Badan Dasar Pertimbangan
Pemanfaatan | Penggunaan Badap Hukum
Perorangan Hukum .
: . Publik
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= Kegiatan pertambangan sebenarnya tidak
berkaitan dengan hak atas tanah karena
sesuai dengan ”Asas Pemisahan Horisontal”
antara hak atas tanah dengan benda yang
ada di atas atau di bawah tanah, maka
kegiatan usaha pertambangan cukup
dilakukan atas dasar pemberian [jin Usaha
Pertambangan atau dalam konteks Minyak
dan Gas Bumi sebagaimana ditentukan
dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 harus
dilakukan berdasarkan Kontrak Karya atau
Perjanjian Kerjasama.

= Dengan demikian, untuk pelaksanaan
kegiatan pertambangan di kawasan perairan
pesisir tidak harus meminta hak atas tanah
(HGB) karena di samping atas dasar Asas
Pemisahan Horisontal di atas, juga
pertambangan  MIGAS BUMI tidak
memerlukan areal yang luas. Bangunan
yang  digunakan  untuk = mendukung
pelaksanaan kegiatan pertambangan sudah
menjadi  bagian dari konstruksi yang
dicakup dalam UU Pertambangan (UU
Nomor 22/2001 atau UU Nomor 4/2009).
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Macam Hak
Kategori Jenis Atas Tanah

Pemanfaatan | Penggunaan

Subyak Hak Atas Tanah

Perorangan

Badan
Hukum

Swasta . |

Badan Hukum

Dasar Pertimbangan

Publik |

= Namun untuk kepentingan bangunan yang

tidak terkait langsung dengan kegiatan
pertambangan, dapat meminta hak atas
tanah (HGB) jika memang memerlukan
penguasaan dan pemanfaatan tanah. Jika
bangunan tambahan tersebut bersifat
terapung dan permanen maka harus
meminta [jin Pemanfaatan Perairan Pesisir
(IP3) dari instansi yang membidangi
perairan pesisir.

Kepentingan | Jalan HGB

Umum

[Hak Pakai
atau HPL

N
(BUMN/
Pemerintah/
Pemda/

Pemerintah
Desa)

Pembangunan dan pengelolaan jalan di
kawasan perairan pesisir dapat berupa : (1)
jalan di atas perairan (pelantar) yang
menghubungkan antar rumah di atas air atau
antara masing-masing rumah dengan
daratan, yang dibangun sendiri oleh
masyarakat  ataupun  oleh  instansi
pemerintah; (2) jalan di atas perairan yang
merupakan bagian dari areal pelabuhan baik
yang dipunyai oleh instansi pemerintah atau
perusahaan swasta; (3) jalan yang berupa
“flyover” atau jembatan yang
menghubungkan antar pulau baik yang
dibangun dan dipunyai perusahaan swasta
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Kategori
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Jenis
Penggunaan

Macam Hak
Atas Tanah

Subyak Hak Atas Tanah

Perorangan

Badan
Hukum
Swasta

Badan Hukum
Publik

Dasar Pertimbangan

atau BUMN/D maupun oleh instansi
pemerintah.

Untuk jalan yang menghubungkan antar
rumah di atas tanah pelantar atau antara
masing-masing rumah dengan daratan, dapat
menggunakan tanah dengan status Hak
Pakai Untuk Selamanya yang diberikan
kepada  Desa  sebagai  representasi
masyarakat yang sudah membangun jalan
atau kepada instansi pemerintah yang
membangun.

Untuk jalan yang merupakan bagian dari

pelabuhan atau jembatan antar pulau
termasuk flyover yang dibangun oleh
perusahaan  swasta, penguasaan dan

pemanfaatan tanah pelantar dapat diberikan
dengan status HGB.

Untuk jalan yang merupakan bagian dari

pelabuhan atau jembatan antar pulau
termasuk flyover yang dibangun oleh
BUMN atau instansi pemerintah,

penguasaan dan pemanfaatan tanah pelantar
dapat diberikan dengan status:
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Badan Hukum
Publik

Dasar Pertimbangan

a.Hak Pakai Untuk Selamanya jika bagian-
bagian jalan di atas tanah pelantar tersebut
digunakan sendiri hanya untuk fasilitas
jalan oleh instansi pemerintah; atau

b.HGB jika bagian-bagian jalan di atas
tanah pelantar tersebut digunakan sendiri
hanya untuk fasilitas jalan oleh BUMN/D,;
atau

= HPL jika bagian-bagian dari jalan di atas
tanah pelantar tersebut direncanakan untuk
kegiatan-kegiatan lain yang penguasaan dan
pemanfaatannya akan diserahkan kepada
pihak ketiga.

Pelabuhan

* HGB

s [{ak Pakai
atau HPL

N
(BUMN/
Pemerintah/
Pemda)

® Pelabuhan dapat dibangun dan dipunyai
oleh perusahaan swasta atau oleh BUMN
dan instansi pemerintah.

® Untuk pelabuhan yang dibangun oleh
perusahaan  swasta, penguasaan dan
pemanfaatan tanah pelantar dapat diberikan
dengan status HGB.

* Untuk pelabuhan yang dibangun oleh
BUMN  atau instansi  pemerintah,
penguasaan dan pemanfaatan tanah pelantar
dapat diberikan dengan status:
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a.Hak Pakai Untuk Selamanya jika bagian-
bagian pelabuhan di atas tanah pelantar
tersebut digunakan sendiri oleh instansi
pemerintah; atau

b.HGB jika bagian-bagian pelabuhan di atas
tanah pelantar tersebut digunakan sendiri
hanya untuk fasilitas jalan oleh BUMN/D;
atau

= HPL jika bagian-bagian dari pelabuhan di
atas tanah pelantar tersebut direncanakan
untuk  kegiatan-kegiatan  lain  yang
penguasaan dan pemanfaatannya akan
diserahkan kepada pihak ketiga.

Tempat
Ibadah

= HGB atau

» [{ak Pakai
Selamanya

N
(BUMN/
Pemerintah/
Pemda/
Pemerintah
Desa)

» Tempat ibadah di atas tanah pelantar dapat
dibangun oleh masyarakat sendiri atau
dibangun perusahaan swasta sebagai bagian
dari areal pelabuhan atau dibangun oleh
instansi pemerintah/BUMN/D baik berdiri
sendiri atau menjadi bagian dari pelabuhan.

= Untuk tempat ibadah yang dibangun oleh
masyarakat, penguasaan dan pemanfaatan
tanah pelantar dapat diberikan dengan Hak
Pakai Untuk Selamanya kepada Yayasan
yang membangun atau kepada Pemerintah
Desa sebagal representasi masyarakat.
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Swasta

Publik

Dasar Pertimbangan

» Tanah pelantar yang dibangun tempat
ibadah oleh perusahaan swasta dan menjadi
bagian HGB yang diberikan untuk
pelabuhannya, maka tidak perlu ada hak atas
tanah tersendiri.

= Tanah pelantar untuk tempat ibadah yang
dibangun oleh BUMN dan menjadi bagian
HGB yang diberikan untuk pelabuhannya,

maka tidak perlu ada hak atas tanah
tersendiri.
= Tanah pelantar yang dibangun tempat

ibadah oleh instansi pemerintah:

a.dapat diberikan dengan Hak Pakai Untuk
Selamanya jika bangunan tempat ibadah
itu berdiri sendiri; atau

b.tidak perlu diberikan hak atas tanah
tersendiri jika bangunan tempat ibadah
merupakan bagian dari Hak Pakai Untuk
Selamanya atau HPL yang sudah
diberikan untuk Pelabuhan.
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Subyak Hak Atas Tanah

Macam Hak
Kategori Jenis Atas Tanah |~ Badan Dasar Pertimbangan
Pemanfaatan | Penggunaan Badan Hukum
Perorangan Hukum .
® Publik
Swasta
Fasilitas » HGB atau v Tanah pelantarnya diberikan Hak Pakai Untuk
TNI/POLRI Selamanya dengan catatan tanah pelantar
" Hak Pakai tersebut digunakan langsung bagi kepentingan
Selamanya TNI/Polri  dan tidak boleh diserahkan
penggunaan dan penguasaannya kepada pihak
ketiga.
Perkantoran | * IHHGB atau VJ Tanah pelantarnya diberikan Hak Pakai Untuk
Pemerintah Selamanya dengan catatan tanah pelantar
* Hak Pakai tersebut digunakan langsung bagi kepentingan
Selamanya instansi  pemerintah dan tidak  boleh
diserahkan penggunaan dan penguasaannya
kepada pihak ketiga.
Kawasan Pariwisata Tidak perlu * Penggunaan kawasan perairan pesisir yang
Lindung/ ada Hak Atas berfungsi lindung atau konservasi untuk
Kawasan Tanah pariwisata sebenarnya hanya memanfaatkan
Konservasi jasa lingkungan dan tidak boleh ada
yang sudah bangunan yang menggunakan tanah pelantar
ditetapkan karena akan berakibat rusaknya kawasan

lindung dan konservasi.

* Karenanya untuk penggunaan kawasan
perairan pesisir tersebut tidak perlu ada
pemberian hak atas tanah.
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Macam Hak

Subyak Hak Atas Tanah

o LR oy g

Kategori Jenis Atas Tanah Badan Dasar Pertimbangan
Pemanfaatan | Penggunaan ‘ Badan Hukum
Perorangan Hukum .
= Publik
Swasta

Penelitian Tidak perlu » Penggunaan kawasan perairan pesisir yang
dan Pengem- | ada Hak Atas berfungsi lindung atau konservasi untuk
bange.m‘ Tanah penelitian dan pengembangan pendidikan
Pendidikan

sebenarnya hanya memanfaatkan kekayaan
biota laut atau obyeknya lainnya dan tidak
boleh ada bangunan yang menggunakan
berakibat
rusaknya kawasan lindung dan konservasi.

tanah pelantar karena akan

= Karenanya untuk penggunaan kawasan
perairan pesisir tersebut tidak perlu ada

pemberian hak atas tanah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan pertanahan di wilayah pesisir terutama terhadap tanah yang
berbatasan langsung dengan pantai pada dasarnya telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA). UUPA secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat sebagai
aturan/norma yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah pada suatu wilayah, dan sepanjang belum ada undang-
undang serta peraturan yang secara khusus mengatur tentang penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah khususnya pada permukiman di
atas air, maka norma sectempat yang berlaku.
Implementasi kebijakan pertanahan di wilayah pesisir terutama yang berbatasan
langsung dengan pantai selama ini terutama dalam hal pemberian hak atas tanah,
pada prinsipnya harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
dan tidak masuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan tanah
bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas
tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.
Pemberian hak atas tanah tersebut harus melalui proses pendaftaran tanah
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana pasal 19 UUPA,

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
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Tentang Pendaftaran Tanah tersebut terutama terkait dengan “alat bukti awal”
yang dapat digunakan sebagai alas hak untuk dilakukan pendaftaran tanah dan
penegasan status hak atas tanah serta penerbitan sertipikat.

Hal tersebut dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tanah-tanah yang
berada di wilayah pesisir di Indonesia terutama tanah-tanah yang berbatasan
langsung dengan pantai.

2. Kebijakan pertanahan yang dapat diimplementasikan di wilayah pesisir terutama
terhadap tanah yang berbatasan langsung dengan pantai sebagai alternatif
kebijakan pemberian hak atas tanah sampai diterbitkannya peraturan pemerintah
yang mengatur hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan
Hak Pakai Atas Tanah, dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria antara lain:
lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah, tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi,
penguasaan bidang tanah tersebut telah dikuasai dalam waktu lama secara
berturut-turut dengan dibuktikan dengan surat penguasaan tanah baik dalam
bentuk akta maupun surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah.

B. SARAN

1. Dalam hal pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir di Indonesia yang
berbatasan langsung dengan pantai, dokumen Rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan pertimbangan teknis pertanahan (sesual Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan

128

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42146.pdf

Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah) dijadikan dasar pertimbangan

pengambil keputusan layak tidaknya hak atas tanah diberikan pada lokasi yang

dimohon dan jenis hak yang tepat terhadap permohonan yang diajukan sesuai
dengan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya serta penguasaan dan pemilikan
tanahnya (land tenure) pertanahan termasuk didalamnya rekayasa teknis apabila
diperlukan dengan mempertimbangkan penggunaan tanah (land use) dan
kemampuan tanah (land characteristic);

2. Persyaratan dapat diberikannya hak atas tanah di wilayah pesisir di Indonesia
yang berbatasan langsung dengan pantai, harus dipenuhi antara lain:

a. Lokasi pemberian hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan peruntukan
dan pemanfaatannya sebagai kawasan budidaya sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah
kabupaten/kota;

b. Tidak termasuk dalam kawasan lindung hutan dan konservasi yang
ditetapkan melalui peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota;

c. Penguasaan bidang tanah tersebut telah dikuasal dalam waktu lama secara
berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dibuktikan dengan
surat penguasaan tanah baik dalam bentuk akta maupun surat
pernyataan/keterangan pemilikan tanah;

d. Pada daerah tertentu yang masih memegang teguh adat istiadat masyarakat

pesisir, hak atas tanah dapat diberikan pada permukiman yang tumbuh dan
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berkembang sebagai akibat dorongan adat istiadat, budaya, sosial, ekonomi
dan kearifan lokal, baik yang berada di pinggir pantai maupun yang berada
di atas air.

e. Obyek hak atas tanah yang digunakan dan dimanfaatkan dapat berupa
bangunan rumah, prasarana, sarana, maupun utilitas umum yang berada di
pinggir pantai, sebagian atau seluruhnya berdiri di atas air dengan pondasi
tiang pancang yang menancap ke tanah dan atau hasil penimbunan secara
mandiri sesuai kebijakan daerah setempat dan harus disesuaikan dengan

karakteristik wilayah pesisir lokasi permohonan hak atas tanah.

f.  Letak tanah dan bangunan ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai
kawasan hijau (green belt), maka hak keperdataan subyek hak harus tetap

dihormati (relokasi dan atau ganti rugi).
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Referensi Ketentuan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman
Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor [5/PRT/M/2009 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-11/2010
Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor § Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
Lokasi, Penetapan Lokasi Dan lzin Perubahan Penggunaan Tanah
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Surat Keputusan bersama Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Nomor: 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor:
7-SKB-BPNRI-2007 tanggal 15 November 2007 Tentang Sertipikasi
Tanah Nelayan

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni
1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya
Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1698 tanggal 14 Juli
1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya
Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DAFTAR POKOK PERTANYAAN (In-Depth Interview)

A. Terkait dengan ketentuan pasal 60 PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah bahwa Pemberian Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang tanah yang
seluruhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur
tersendiri dengan Peraturan Pemerintah dan Hal ini diperkuat dengan Surat
Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni
1997 Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau
Atau Yang Berbatasan Dengan Pantal yang menyatakan bahwa permohonan hak
atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai
untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang
mengatur hal tersebut.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibw/Saudara terhadap kebijakan pemberian hak
atas tanah yang telah diberikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di
wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai?

2. Bagaimana bentuk kebijakan pertanahan yang dapat diberikan kepada
masyarakat adat pesisir yang telah bertempat tinggal di wilayah pesisir yang
berbatasan langsung dengan pantai jauh sebelum peraturan perundangan
tentang hal-hal terkait dengan wilayah pesisir dikeluarkan dan belum

memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya?

(U]

. Alternatif’ kebijakan apa saja yang dapat dibuat agar kepastian hukum atas
tanah di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dapat
diwujudkan terkait dengan sampai saat ini peraturan pemerintah yang
mengatur hal tersebut diatas belum ada,?

B. Terkait ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Keputusan Presiden No.

32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
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1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberadaan masyarakat
adat pesisir yang bertempat tinggal di sepanjang sempadan pantai jauh
sebelum ketentuan tentang sempadan pantai dikeluarkan (sempadan pantai
termasuk dalam kawasan lindung setempat)?

2. Bagaimana kebijakan pertanahan dalam pemberian hak atas tanah untuk
bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat yang terdapat di sepanjang
sempadan pantai sebelum ketentuan yang mengatur tentang sempadan pantai
dikeluarkan?

3. Bagaimana kebijakan pertanahan terhadap bidang-bidang tanah milik adat
tersebut yang masuk dalam koridor kawasan lindung setempat (sempadan
pantai yang ditetapkan sebagai kawasan hutan) yang ditetapkan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah dan fungsi hutan?

4. Kebijakan alternatif apa yang dapat diambil terhadap keberadaan masyarakat
adat pesisir yang bertempat tinggal di sepanjang sempadan pantai jauh
scbelum ketentuan tentang sempadan pantai dikeluarkan?

C. Terkait tanah timbul sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah dikuasai oleh negara.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberadaan tanah timbul
vang diakibatkan oleh faktor alam jauh sebelum ketentuan tentang tanah
ttmbul tersebut dikeluarkan dikuasai oleh masyarakat?

2. Bagaimana penerapan kebijakan pertanahan terhadap tanah timbul yang
terjadi akibat faktor alam dan telah dikuasai oleh masyarakat adat secara
turun temurun tersebut?

3. Kebijakan alternatif apa yang dapat diambil bila tanah timbul yang terjadi
akibat faktor alam telah dikuasai oleh masyarakat adat jauh sebelum
ketentuan tentang tanah timbul tersebut dikeluarkan?

D. Terkait dengan perubahan iklim sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang berakibat pada naiknya permukaan laut (sea level rise)

sehingga terjadi pergeseran garis pantai sebagaimana ketentuan sempadan pantat
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yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap kebijakan pemberian hak
atas tanah terhadap bidang tanah yang telah berada di sempadan pantai
dampak dari perubahan iklim tersebut?

2. Bagaimana hak keperdataan pemilik tanah bila bidang tanah tersebut akan
dijadikan kawasan lindung setempat?

3. Alternatif kebijakan pertanahan apa saja yang dapat dibuat bila terjadinya
pergeseran garis pantai akibat perubahan iklim sehingga mempengaruhi letak

bidang tanah yang berbatasan langsung dengan pantai?
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Kepulauan Bangka Belitung

No. NARASUMBER Pertanyaan A " Pertanyaan B ] Pertanyaan Co | Pertanyaan D]
1. | Pemangku Kepentingan e 1 {2 3 jadsels ‘ ot 2
i, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Aorarla \J \f N Ty i \l/
. DanTata Ruang/BPN

h. Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian A"mx ia Dan Tata N N N J
Ruang/BPN

c. Direktur Penataan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil
Perbatasan Dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria Dan V V V -
Tata Ruang/BPN

d. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat N N N 4\]
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN R

c. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung B h - o

f. Kepala Badan Lingkungan Hidup Dacrah Provinsi :

2. | Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masvarakat Peduli Lingkungan Hidup

3. | Masyarakat Pesisir Pantai Kabupaten Bangka Provinsi
~Kepulauan Bangka Belitung : »
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